PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK

SEKRETARIATDAERAH
AROSUKA

Jin. Raya Kayu Aro Sukarami Telp. (0755) 31333 - 31334

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK

NOMOR: Y20 / tup [Disdikpora/TK.SD-2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA SD NEGERI 22 SARIAK ALAHAN
TIGO KECAMATAN HILIRAN GUMANTI KABUPATEN SOLOK

Menimbang

Mengingat

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3)
huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,
Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah
tentang Izin Operasional kepada SD Negeri 22 Sariak Alahan
Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional,;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang

Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota



Memperhatikan :

Menetapkan
KESATU

KEDUA

Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah
Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;

S. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaandan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun
2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendididkan
Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan,
dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2009
tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Hasil tinjauan lapangan Tim Penilai Penerbitan Izin
Operasional Sekolah Kabupaten Solok Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

: Memberikan Izin Operasional kepada SD Negeri 22 Sariak

Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok.

: Kepala SD Negeri 22 Sariak Alahan Tigo sebagaimana

dimaksud dalam Diktum Kesatu harus memenuhi

ketentuan:

a. memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan
dasar;

b. dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran harus
berpedoman pada kurikulum Nasional dan Standar Isi
untuk Satuan Pendidikan Dasar;dan

c. memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas
Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Solok.



KETIGA : Izin tidak dapat dipindah tangankan tanpa persetujuan
Bupati Solok.

KEEMPAT : lIzin yang diberikan akan dievaluasi oleh Kepala Dinas
Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Solok setiap
3 (tiga) tahun sekali.

KELIMA : Izin akan dicabut apabila Kepala SD Negeri 22 Sariak
Alahan Tigo tidak memenuhi ketentuan secbagaimana
dimaksud dalam Diktum Kedua.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 2| Mared 2016
’Smm:s DAERAH
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- BUPATI SOLOK
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR: &% TAHUN 2015
TENTANG
PENEGERIAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SERTA
PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI

DI KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di Kabupater
Solok perlu melakukan penegerian Sekolah Dasar dafi Sekolat
Menengah Pertama serta Penggabungan Sekolah Dasar Negeri d
Kabupaten Solok;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padse
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegeriar
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta Penggabungar

Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Solok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukar
Daéfah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumater:
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 195¢
Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikar
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200:

Nomor 78.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo



[FT ]

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234 );

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan
Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-
Sukarami ( Arosuka ) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang
Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4447);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomeor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir denéan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 'Negara Republik

Indonesia tahun 2014 Nomor 32);



10.

Memperhatikan

Menetepkan

Perzsturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dacrah
Kabupaten Solok Tahun 2006 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Dacrah Kabupaten Solok Nomor 8);

Pcraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok

Tehun 2009 Nomor 41 });

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok
Nomor 189-03-2015 tentang Persetujuan Penegerian Sekolah Dasar
(SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMPF) serta Penggabungan

Sekolah Dasar di Kabupaten Solok Tahun 2015
MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH DASAR AN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SERTA PENGGABUNGAD

SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN SOLOK.

Pasal 1
(1) Menegerikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertam:
scrta Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Solok.
(2) Nama dan Lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang merupakal

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2
(1) Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tat

keria Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertam



a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomo:
033/0/1997, dan Keputusan Menteri Pendidikan dar
Kebudayaan Nomor: O088/0/Tahun 2000 untuk Sekolat
Dasar; dan

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomo
034/0/1997, dan Keputusan Menteri Pendidikan da
Kebudayaan Nomor: 089/0/Tahun 2000 untuk Sekolal
Menengah Pertama.

(2) Bagan Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1
tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran Il yang merupakai

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Untuk melakukan Operasional Penegerian Sekclah Dasar da
Sekolah Menengah Pertama serta Penggabungan Sekolah Dasa
Negeri scbagaimana dimeksud dalam Pasal 1, dilaksanaken ole

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solpk.

Pasal 4
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Sckolah Dase
Negeri di Kabupaten Solok adalah 340 Sekolah dan Sekola
Menengah Pertama Negeri adalah 65 Sekolah yang tersebar di 1

(empat belas) Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Solok.

Pasal 5
Segala hiaya yang timbul akibat ditetapkanya Peraturan Bupati i
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBLC

Kabupaten Solok dan dana lainnya yang sah sesuai dengz

lratantiian marafiran narmindanoaandanoan vane herlakn




Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang

dapat mengetahuinya, mcmerintahkan

Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam

Berita Daerah Kabupaten Solok.

Diundangkari di Arosuka

pada tanggal <% Jul

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SOLOK,
dto

M. SALEH

Ditetapkan di Arosuka

pada tanggal 2% Jub o5

BUPATI SOLOK,
dte

SYAMSU RAHIM

o5

BERITA DAERAH KARIIPATEN SOLOK TAHUN 2015 NOMOR, 25

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUK

ERRIZAL

DAN HAM
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BAGAN ORGANISASI SEKOLAH DASAR

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR

TANGGAL

KOMITE

SEKOLAH

KEPALA
SEKOLAH
WAKIL
KEPALA SEKOLAH
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BACGIAN HUKUM-DAN HAM

AT TAHUA

a9 Juet

BUPATI SOLOK,

dto

SYAMSU RAHIM

2013
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LAMPIRAN II1
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 2% ahHUA

TANGGAL : ;4  Jud

BAGAN ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

KEPALA KOMITE
SEKOLAH SEKOLAH
WAKASEK WAKASEK WAKASEK
KURIKULUM KESISWAAN SARANA/PRASARANA
| KEPALA TATA
' USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
BUPATI SOLOK,
dto
SYAMSU RAHIM
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN AN HAM

TTYBOTTAT




